BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Pengetahuan Tradisional sebagai seperangkat ilmu dan pengetahuan seringkali
memiliki nilai komersial dan oleh karena itu terdapat potensi dan resiko yang nyata
bagi Pengetahuan Tradisional untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang
sebenarnya tidak berhak, dalam rangka mencapai keuntungan secara komersial. Hal
ini nampak dalam kasus-kasus pemanfaatan Pengetahuan Tradisional yang sudah
diuraikan dalam tulisan ini, misalnya kasus pemanfaatan obat-obatan berbasis
tanaman Neem dan Turmeric di India, maupun pemanfaatan Pengetahuan
Tradisional masyarakat adat di Tapanuli untuk membuat aneka macam parfum
berbasis bahan dari getah pohon kemenyan. Seringkali, pemanfaatan tersebut
dilakukan oleh pihak pemanfaat yang merupakan orang atau badan hukum asing
dari Negara maju seperti yang dapat dilihat dari kasus Ayahuasca oleh individu di
Amerika Serikat dan pemanfaatan tanaman Turmeric oleh W.R Grace, sebuah
perusahaan multinasional Amerika Serikat.

Mempertimbangkan bahwa banyaknya Pengetahuan Tradisional yang dimiliki
oleh masyarakat adat yang tersebar di seluruh Indonesia, maka potensi adanya
pemanfaatan Pengetahuan Tradisional milik masyarakat di Indonesia tidak dapat
disangkal. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apabila terjadi sengketa yang
berhubungan dengan utilisasi Pengetahuan Tradisional, di pengadilan mana
sengketa tersebut akan diselesaikan dan hukum Negara mana yang dapat
diaplikasikan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Pertimbangan terhadap
kedua persoalan tersebut menjadi penting terutama mengingat bahwa masyarakat
adat di Indonesia cenderung tidak memiliki sumber daya dan pengetahuan yang
cukup untuk mengajukan gugatan dan beracara di luar negeri serta hukum yang
berlaku di Negara-negara lain, terutama Negara maju belum tentu memberikan
perlindungan yang cukup terhadap Pengetahuan Tradisional dan hak masyarakat
adat terhadapnya. Sebelumnya, perlu ditegaskan bahwa Pengetahuan Tradisional

dapat dianggap sebagai objek Hukum Perdata Internasional hanya dalam konteks
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apabila dalam sengketa yang bersangkutan terdapat unsur asing, yaitu unsur yang
melibatkan hukum 2 negara atau lebih. Khususnya, dalam konteks pemanfaatan
Pengetahuan Tradisional, sengketa tersebut harus melibatkan pemanfaat dan
pemegang yang berasal dari Negara yang berbeda dan/atau pemanfaatan dan letak
Pengetahuan Tradisional berada di Negara yang berbeda.

Apabila merujuk kepada prinsip-prinsip hukum perdata internasional,
nampaknya pengadilan Indonesia memiliki wewenang untuk mengadili sengketa
tentang utilisasi Pengetahuan Tradisional, apabila memenuhi syarat-syarat tertentu.
Khususnya, prinsip-prinsip yang dapat diterapkan untuk mendasari yurisdiksi
pengadilan Indonesia pertama adalah forum loci damni yaitu yurisdiksi Negara
dimana kerugian ditimbulkan berhubung dengan kerugian yang ditimbulkan kepada
masyarakat adat dalam konteks ini dialami di Indonesia, tempat masyarakat adat
menetap. Kedua, Indonesia memiliki yurisdiksi atas sengketa tersebut berdasarkan
prinsip The Effects Doctrine berhubung perlindungan terhadap masyarakat adat dan
seluruh budayanya merupakan kepentingan nasional Indonesia yang bahkan diatur
dalam konstitusi dan sedang dalam proses diundangkan dalam RUU PTEBT dan
RUU MHA. Oleh karena itu, pengadilan Indonesia memiliki wewenang untuk
memeriksa dan mengadili sengketa transnasional pemanfaatan Pengetahuan
Tradisional.

Prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional tentang hukum yang berlaku
ketika diterapkan dalam sengketa pemanfaatan Pengetahuan Tradisional bersifat
transnasional juga akan berujung kepada diterapkannya hukum Indonesia. Prinsip
lex loci actus dalam Pasal 18 AB, yang hingga saat ini masih berlaku di Indonesia.
Pasal ini dapat diturunkan ke dalam prinsip turunan, diantaranya prinsip lex loci
damni ketika sengketa yang bersangkutan adalah tentang perihal perbuatan
melawan hukum. Prinsip ini relevan dalam konteks pembahasan ini, dan dapat
digunakan sebagai dasar hukum untuk menerapkan hukum Indonesia karena
kerugian yang timbul dari perkara perbuatan melawan hokum dalam sengketa
Pengetahuan Tradisional transnasional akan dialami di Indonesia. Menurut prinsip
tersebut hukum yang berlaku adalah hukum yurisdiksi tempat kerugian terjadi.
Sebaliknya, dalam konteks sengketa didasarkan oleh suatu perjanjian, prinsip yang
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ada dalam Pasal 18 AB adalah Lex Loci Solutionis dan Lex Loci Contractus, yaitu
hukum yang berlaku tergantung dimana perjanjian harus dilaksanakan dan dimana
perjanjian dibuat. Prinsip-prinsip ini bukanlah dasar yang kuat untuk menerapkan
hukum Indonesia sebab sangat mungkin perjanjian dibuat di luar Indonesia dan/atau
pelaksanaan berupa pemanfaatan dilakukan di luar Indonesia. Maka dari itu, Prinsip
The Effects Doctrine menjadi prinsip yang paling relevan dalam konteks ini sebab
prinsip tesebut memungkinkan penerapan hukum Indonesia dimanapun perjanjian,
pelaksanaan perjanjian, dan perbuatan melawan hukum dilakukan. Indonesia
memiliki kepentingan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat berdasarkan
Undang-Undang Dasar 1945 serta sedang dalam proses menormakan kepentingan
tersebut lebih lanjut dalam RUU PTEBT dan RUU MHA. Oleh karena itu,
berdasarkan prinsip ini hukum Indonesia dapat diterapkan dalam sengketa
pemanfaatan Pengetahuan Tradisional yang bersifat transnasional.

Rekomendasi

Berdasarkan riset dan pembahasan yang sudah dilakukan di bagian-bagian
sebelumnya dari tulisan ini, nampaknya prinsip The Effects Doctrine dapat
memainkan peran yang sangat signifikan dalam memberlakukan yurisdiksi dan
hukum Indonesia apabila terjadi sengketa pemanfaatan Pengetahuan Tradisional.
The Effects Doctrine memungkinkan diterapkannya hukum Indonesia dalam
perkara penggunaan Pengetahuan Tradisional yang bersifat transnasional. Tidak
hanya penerapan hukum, The Effects Doctrine juga memberi kewenangan kepada
pengadilan yang menyelesaikan perkara untuk memberlakukan yurisdiksi
pengadilannya terhadap perkara-perkara yang terjadi di luar negeri seperti yang
dapat dilihat dari Transboundary Haze Act di Singapura maupun UU ITE di
Indonesia.

Mengingat hal tersebut, merupakan suatu strategi yang bijaksana dan positif
bagi pembangunan hukum Indonesia apabila keberlakuan hukum dan yurisdiksi
pengadilan Indonesia ditegaskan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.
Khususnya, saat ini terdapat RUU HPI yang sedang dalam tahap pembahasan dan
telah disepakati untuk mencakup persoalan Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat
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transnasional. Akan menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat bagi pembangunan
hukum Indonesia dan perlindungan kepentingan hukum Indonesia apabila
persoalan yang berkaitan dengan yurisdiksi hukum, yurisdiksi forum, dan
pengakuan serta eksekusi putusan asing tentang Pengetahuan Tradisional dapat
menjadi cakupan RUU HPI. Strategi tersebut akan mengakibatkan berlakunya RUU
tersebut bagi sengketa Pengetahuan Tradisional yang bersifat transnasional.

Tidak hanya itu, keberhasilan dalam memberlakukan forum dan hukum
Indonesia dalam sengketa seperti ini tidak berarti apa-apa apabila hukum substantif
Indonesia sendiri masih belum memberikan perlindungan yang cukup dan memadai
kepada masyarakat adat. Berhubung RUU HPI hanya mencakup persoalan-
persoalan yang berkaitan dengan yurisdiksi hukum, forum, dan pengakuan serta
eksekusi putusan pengadilan asing, maka penerapan RUU HPI dalam konteks
Pengetahuan Tradisional secara otomatis perlu disertai dengan hukum substantif
yang mendukung. Salah satu hal yang dapat menjadi pertimbangan adalah tidak
adanya perlindungan terhadap masyarakat adat dalam Pasal 15 RUU PTEBT yang
hanya mengatur bahwa pemanfaatan harus dilakukan berdasarkan perjanjian
pemanfaatan yang memperhatikan kepatutan. Kaidah ini sama sekali tidak
memberikan perlindungan lebih dari dalam transaksi komersial biasa meskipun
realitanya adalah masyarakat adat tidak memiliki posisi seimbang dengan pihak
pemanfaat dalam hal pengetahuan maupun sumber daya finansial. Oleh karena itu,
terdapat urgensi yang nyata bagi pemerintah dan legislator di Indonesia untuk
memasukkan perlindungan yang lebih memadai, seperti melibatkan pemerintah
dalam proses negosiasi dan pembuatan perjanjian, maupun memberikan batas
minimum pembagian keuntungan kepada masyarakat adat.

Terlebih lagi, Indonesia sebagai Negara yang sudah meratifikasi Nagoya
Protocol melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan
Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources and The Fair and Equitable
Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization to The Convention on
Biological Diversity (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik
dan Pembagian Keuntungan Yang Adil dan Seimbang Yang Timbul Dari
Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) (“UU Ratifikasi
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Protokol Nagoya”) sayangnya sampai hari ini belum mengeluarkan peraturan
implementasi Nagoya Protocol yang memberikan perlindungan yang baik bagi
masyarakat adat, diantaranya hak atas tidak dimanfaatkannya Pengetahuan
Tradisional kecuali dengan prior informed consent dan hak atas bagi hasil dari
pemanfaatan yang dilakukan. Berhubung ratifikasi dilakukan berdasarkan Undang-
Undang, maka peraturan yang tepat untuk digunakan dalam mengimplementasi
protocol ini adalah Peraturan Pemerintah yang berdasarkan hierarki peraturan
perundang-undangan berada di bawah Undang-Undang.

Mengingat adanya rekomendasi dari WIPO untuk mendirikan sistem
pendaftaran Pengetahuan Tradisional seperti yang sudah dilakukan oleh India
dalam bentuk Traditional Knowledge Digital Library, dan pentingnya mengetahui
dan mendaftarkan Pengetahuan Tradisional agar lebih efektif menyediakan
perlindungan terhadapnya, maka pemerintah Indonesia perlu segera mendirikan
suatu database yang mencatat Pengetahuan Tradisional yang ada di Indonesia
beserta pemilik dan manfaatnya. Adanya database semacam ini memungkinkan
peningkatan perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional sebab melalui adanya
database tersebut, pihak yang ingin memanfaatkan Pengetahuan Tradisional yang
ada dalam database dapat diwajibkan untuk meminta izin dan membuat perjanjian
dengan masyarakat adat yang memiliki Pengetahuan Tradisional tersebut. Langkah
ini akan menjadi bentuk hadirnya Negara dalam memperhatikan dan menyediakan
perlindungan dalam isu ini.

Apabila Indonesia serius untuk menjalankan kewajiban konstitusionalnya
dalam Pasal 18 UUD 1945 untuk melindungi segenap hak dan kepentingan
masyarakat adat dari segala bentuk eksploitasi, maka tidak ada alasan untuk tidak
memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak mereka atas Pengetahuan
Tradisional dengan cara memperkuat perlindungan berdasarkan RUU PTEBT dan

mengeluarkan peraturan pelaksana UU Ratifikasi Protokol Nagoya.
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